
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan suatu strategi pembangunan untuk

mewujudkan tujuan Nasional dan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur

yang merata materiil dan sprituil berdasarkan pancasila. Salah satu kebijakan

pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahterahan

rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7

persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 target tersebut akan

berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 disadari akan berdampak secara

berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan

berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya

rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Sebagai

kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan

BBM, pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM

(PKPS-BBM).  Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dapat

mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun. Warga masyarakat

miskin akan semakin menurun taraf kesejahterahannya atau menjadi semakin

miskin. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi



organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah karena

keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat mendukung

tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi, yang mana di dalam peran ini

mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok warga miskin dengan

pemberian subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa

transfer / subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif, sehingga

hal ini akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau

mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau

membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga jualnya

rendah.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu

umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin

dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern

pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan,

dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh

negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Untuk itu diperlukan program pelindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam

bentuk program kompensasi (compenstory program) yang sifatnya khusus (crash

program) atau program jaring pengaman sosial (social safety net). Kebijakan baru

pengalihan subsidi BBM selain Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga

Sasaran (BLT-RTS), juga diperuntukan bagi pembebasan biaya pendidikan pada



tingkat tertentu, biaya pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi

minyak goreng, subsidi gula dan pembangunan prasarana pedesaaan. Kebijakan

pengalihan subsidi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM), sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat sesuai

dengan potensi yang dimiliki. Meskipun program kompensasi yang lain tetap

berjalan, program BLT adalah program yang kerapkali mendapatkan sorotan.

Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah mulai melaksanakan skema Program

Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) termasuk

didalamnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pada tahun 2008

Pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni s.d

Desember 2008 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada

Rumah Tangga Sasaran (unconditional cash transfer).

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) . Program BLT yang

dialokasikan pemerintah sebesar Rp 14,1 triliun digunakan untuk pelaksanaan

program selama 7 bulan sebesar Rp. 100.000 per bulan, dengan rincian diberikan

Rp 300.000 / 3 bulan  (Juni-Agustus) dan Rp 400.000 / 4 bulan (September-

Desember). Sasarannya Rumah tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil

penataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen

Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Dengan demikian setiap

bulan alokasi dana yang diperlukan adalah sekitar Rp 2 triliun. Sedangkan pada

tahun 2009 Bantuan Langsung Tunai yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp

3,7 triliun dibagikan dengan jumlah rumah tangga sasaran yang sama pada tahun



2008 yaitu  kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran.. Dana itu hanya diberikan

untuk dua bulan yaitu bulan Januari dan

Februari sebesar Rp 100.000 per bulan. Keputusan itu diambil pemerintah pusat

mengingat telah terjadi penurunan harga BBM bahkan sampai tiga kali oleh

pemerintah.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program

tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang

berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang

dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah

bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam

aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan,

fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi

upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai

akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan

ekonomi.

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran

yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk



membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin

keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda

perekonomian pada jalur yang benar; mencegah pengalihan arah pembangunan

untuk kepentingan kelompok berkuasa. Suatu perubahan didalam kondisi

ekonomi dikatakan efisien (yaitu meningkatkan kesejahteraan) bila posisi dari

seseorang ditingkatkan tanpa merugikan yang lainnya.

Begitu pula dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai ini, dalam

pelaksanaannya diharapkan sesuai dan dapat meningkatkan kesejahterahan

masyarakat tanpa adanya penyimpangan – penyimpangan yang terjadi yang

tentunya sangat merugikan masyarakat terutama golongan miskin.

Namun seperti yang diberitakan oleh berhagai media, ternyata berbagai aspek

mewarnai pelaksanaan  program bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.

Penyaluran dana kompensasi BBM untuk rakyat miskin ternyata penuh

penyimpangan. Penyimpangan itu bermacam-macam, antara lain tidak tepat

sasaran, satu keluarga mendapat lebih dari satu kupon, banyak rumah tangga

miskin yang tidak terdata dan pemotongan oleh oknum ketua RT atau lurah..

Kemudian pendapat sebagian masyarakat mengenai program BLT yang

disalurkan pemerintah tidak efektif dan tidak memberikan manfaat kepada

keluarga miskin. Karena, pemberian uang tunai seperti BLT, tidak mendidik dan

tidak menjadikan keluarga miskin produktif.

Kemudian kebijakan BLT ini memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik

sosial di masyarakat. Di beberapa daerah terjadi aksi pengrusakan lantaran satu

KK mendapat dan KK yang lain tidak. Konflik yang dipicu dari rasa saling iri



menghasilkan amukan massa yang cukup dahsyat. Amukan yang dilakukan massa

maupun individu membawa korban jiwa dan fisik desa. Kemudian terdapat pula

Ratusan rumah tangga sasaran penerima bantuan langsung tunai yang  terlalu

lama mengantri mengakibatkan terjadinya aksi saling dorong sehingga banyak

warga yang tidak sadarkan diri bahkan ada yang meninggal dunia. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penyaluran BLT di Indonesia selalu menimbulkan

permasalahan-permasalahan.

Kelurahan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Kelurahan Way

Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Pertama-tama dasar yang menjadi alasan pengambilan sampel di Provinsi

lampung, karena berdasarkan data tahun 2008 dan 2009 provinsi Lampung

merupakakan salah satu provinsi yang cukup banyak penduduk miskin yang

mencapai jumlah penduduk sebesar 15.883.000 penduduk dengan persentase

sebesar 20,22% penduduk miskin bahkan jumlah tersebut yang paling besar di

pulau Sumatra di tahun 2009. Kemudian dasar yang menjadi alasan penelitian

dilakukan di kota Bandar Lampung dikarenakan Bandar Lampung sendiri

merupakan ibu kota dari provinsi lampung, yang mana di daerah ini merupakan

pusat kegiatan-kegiatan pemerintah dan kegiatan-kegiatan lain termasuk

perekonomian. Selain itu Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan nasional

dan merupakan pusat pengembangan antar daerah. Namun di bandar Lampung

sendiri ternyata masih terdapat cukup banyak penduduk miskin, terbukti dari

penyaluran BLT di Kota Bandar Lampung yang diperuntukkan untuk 58.862

RTS, menunjukan masih adanya penduduk yang kurang mampu di daerah

tersebut.



Kemudian penilitian di lakukan di wilayah Kecamatan Sukarame, dasar yang

menjadi alasan pengambilan sampel di daerah tersebut karena Sukarame

merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Bandar lampung yang

menerima BLT yang cukup banyak yaitu sebesar 3288 RTS pada tahun 2008. Hal

ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, buruh dan

pedagang, dengan pendapatan rendah, di samping itu pula banyak terdapat rumah

tangga miskin yang sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian dasar

yang menjadi alasan di pilihnya sampel di Kelurahan Way Halim Permai sendiri

dikarenakan masyarakat daerah tersebut mayoritas berpendapatan cukup tinggi

atau tergolong orang yang berkecukupan, oleh karena itu penulis tertarik untuk

mengetahui apakah efektif dan tepat sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di

salurkan di daerah tersebut dan bagaimanakah pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pra survei di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan

Sukarame terjadi beberapa penyimpangan dalam pendataan masyarakat yang

tergolong miskin yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT),

masalah yang ditemukan adalah seperti banyaknya masyarakat yang menuntut

untuk didata sebagai rumah tangga penerima BLT walaupun bukan masuk

kategori rumah tangga miskin. Serta banyak penerima Bantuan Langsung Tunai

(BLT) yang terdata di Kelurahan Way Halim Permai yang bukan termasuk warga

daerah tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap pihak kelurahan yang

mengatakan bahwa jumlah  rumah tangga miskin tahun 2008 di Kelurahan Way

Halim Permai adalah sebanyak 414 rumah tangga, akan tetapi bantuan langsung

tunai yang dicairkan diperuntukan untuk  591 rumah tangga. Selain itu, minimnya



sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program

menyebabkan banyak masyarakat kurang paham tentang  kriteria penerimaan BLT

ini sehingga dalam pendataan ada yang tidak terdata yang menyebabkan adanya

ketidak tepatan sasaran dalam pemberian bantuan tersebut.

Adapun jumlah KK dan RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima BLT yang

terdapat di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada periode 2008 dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah KK dan RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima BLT di
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2008

No Desa/Kelurahan Jumlah
KK

Jumlah RTM
Penerima BLT

Persentase
(%)

1. Way Dadi 3.192 736 23,05
2. Gunung Sulah 2.692 778 28,90
3. Sukarame 4.086 629 15,39
4. Harapan Jaya 2.323 554 23,84
5. Way Halim Permai 1.742 591 33,92

Jumlah 14.035 3288 25.02
Sumber : BPS Kota Bandar Lampung

Tabel 1 memperlihatkan jumlah sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai

(BLT) di Kecamatan Sukarame tahun 2008 tersebar di 5 kelurahan.

Setiap kelurahan mempunyai jumlah rumah tangga miskin yang berbeda-beda.

Kelurahan Gunung Sulah sebagai daerah penerima bantuan langsung tunai yang

tertinggi dan Kelurahan Harapan Jaya yang terendah. Pada tahun 2008 jumlah

total penerima Bantuan Langsung Tunai di wilayah Kecamatan Sukarame adalah

sebesar 3288.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tanga Miskin dalam



rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, Program BLT  pelaksanaanya

harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat

miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan

kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten

benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban

yang berat dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah satu faktor krusial dari program BLT ini adalah penentuan kriteria rumah

tangga miskin. Dari keterangan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa indikator

awal yang digunakan adalah tingkat pendapatan orang miskin atau dikenal dengan

garis kemiskinan. Dengan menggunakan definisi BPS, pemerintah menyatakan

bahwa seseorang disebut mendekati miskin dan berhak memperoleh dana BLT

jika memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 175 ribu per bulan. Tentunya angka

ini merupakan angka rata-rata dari pendapatan seluruh anggota rumah tangga,

sehingga jika dikembalikan kepada definisi dari rumah tangga miskin, maka

angka ini perlu dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang

diasumsikan sama dengan 4 orang. Implikasinya, rumah tangga dikatakan

mendekati miskin dan memperoleh dana BLT jika memiliki pendapatan kurang

dari Rp 700 ribu per bulan.

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah

dalam menentukan target rumah tangga penerima bantuan. Selain itu, terdapat 14

indikator yang ditanyakan dalam survey BPS. Syarat menjadi penerima Bantuan

Langsung Tunai (BLT) terbilang cukup sulit. Agar dapat menerima kartu BLT,



rumah tangga yang disurvei harus memenuhi minimal sembilan dari 14

persyaratan yang telah dibuat.

Sebuah rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi variabel antara lain,

luas lantainya kurang dari delapan meter persegi/orang dengan jenis lantai tanah,

bambu, atau kayu murahan. Dinding yang digunakan terbuat dari bambu, rumbia,

atau bahan berkualitas rendah lainnya. Rumah yang tidak memiliki fasilitas WC

dengan sumber air minum dari sumur atau air tidak terlindung, serta

penerangannya bukan listrik, juga dikategorikan rumah tangga sasaran (RTS).

Variabel penentu RTS lainnya adalah konsumsi daging atau susu minimal satu

kali seminggu. Warga dapat dikategorikan miskin jika frekuensi makannya dalam

sehari maksimal hanya dua kali dan hanya membeli pakaian satu stel setahun.

Petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektare, buruh tani, nelayan,

buruh bangunan, atau pekerjaan lain dalam sebuah rumah tangga yang memiliki

pendapatan di bawah Rp600 ribu juga menjadi penilaian memperoleh BLT.

Program  BLT ini bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima

manfaat dari subsidi tersebut mampu meningkatkan kesejahterahan dan

memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya rumah tangga

miskin apabila pelaksanaannya sesuai dengan meknisme yang telah ditentukan

dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Mekanisme

tersebut menyangkut administratif, organisasi pelaksanaan, sampai pada

keefektivitas pelaksanaannya.



Beberapa contoh permasalahan yang ada, merupakan bukti bahwa pelaksanaan

bantuan langsung tunai (BLT) tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan.

Masalah yang lahir tentunya tidak bisa dijadikan ukuran efektif atau tidaknya

pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak yang meragukan

keefektifan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT). Dalam penelitian ini

efektivitas di ukur berdasarkan 3 aspek yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat

waktu pendistribusian.

Berdasarkan latar Belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul

”EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP

RUMAH TANGGA MISKIN (Studi Kasus : Penerima BLT di Kelurahan

Wayhalim Permai Kecamatan Sukarame Tahun 2008/2009) ”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis

menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

” Bagaimanakah efektivitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Tahun 2008/2009 di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame?”

C. Tujuan Penelitian

”Untuk mengetahui efektivitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Tahun 2008/2009 di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame.”

D. Kerangka Pemikiran



Kenaikan harga BBM memiliki implikasi besar bagi kehidupan penduduk miskin

karena selalu diikuti oleh naiknya kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM tentu

semakin mempersulit kehidupan, walaupun hanya untuk kebutuhan pangan

sehari-hari. Semantara itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran kian meningkat

sebagai kosekuensi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan pasca jatuhmya

kekuasaan Orde Baru. Hal ini membawa dampak yang cukup besar bagi

ketercukupan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu peran pemerintah yang sangat penting adalah peran distribusi. Peran

distribusi merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya,

kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar (Dumairy, 1996;158).

Dalam hal ini, peran distribusi ini terwujud melalui peran pemerintah dalam

pemberian bantuan langsung tunai terhadap rumah tangga miskin. Pengeluaran

negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk

kesejahterahan disebut transfer pemerintah (goverment transfer payment).

Wujud nyata dari orientasi RPJM ini dan didorong oleh membengkaknya subsidi

BBM (Bahan Bakar Minyak) akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di

pasar Internasional, yang tentu pula mempengaruhi harga BBM dalam negeri

sejak awal Maret 2005, kemudian mempengaruhi juga kenaikkan harga barang-

barang pokok sehari-hari (Sembako), yang pada gilirannya memperlemah daya

beli masyarakat.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program



tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang

berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang

dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah

bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam

aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan,

fasilitas hidup lainnya.

Sasaran utama penerima BLT periode pertama terdiri dari 19,1 juta Keluarga

tersebut terdiri atas Keluarga Sangat Miskin dan Keluarga Miskin serta 5-7 juta

PNS/TNI/Polri golongan rendah, terutama golongan satu dan dua. Menteri

Keuangan menekankan agar pengucuran BLT ini dapat diterima oleh orang yang

benar-benar tepat. Walaupun nantinya kebijakan ini tidak 100 persen mampu

melindungi masyarakat miskin namun diupayakan pemerintah tetap bisa menjaga

daya beli masyarakat.

Agar good govermence dapat tercapai diharapkan lembaga pengawas dan

pemeriksa berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemeriksa telah

tertata dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik

pengawasan dan pemeriksaan untuk mengukur keefektivan dari program tersebut.

seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003 : 218) mengenai tujuan dari

audit efektivitas adalah untuk menentukan :

1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan/manfaat yang telah

ditetapkan.

2. Efektivitas kegiatan pelaksanaan program



3. Apakah entitas yang telah diaudit telah mentaati peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Untuk pelaksanaan BLT secara keseluruhan, nantinya pemerintah diharapkan

memberikan laporan pertanggung jawaban oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) sehingga bisa diketahui apakah pelaksanaan kali ini sudah benar benar

seperti yang diharapkan. Hal tersebut diperlukan mengingat besarnya dana yang

digunakan untuk program BLT ini.

Program  BLT ini bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima

manfaat dari subsidi tersebut mampu meningkatkan kesejahterahan dan

memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya rumah tangga

miskin apabila pelaksanaannya sesuai dengan meknisme yang telah ditentukan

dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian

efektivitas merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai

atau tidaknya suatu program. Dalam hal ini efektivitas di ukur dengan melihat 3

aspek yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu

penyaluran/pendistribusian.

G.  Sistematika Penulisan

Penulisan ini diuraikan dalam lima bab yang meliputi:

I. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.



II. Tinjauan pustaka, mengenai teori-teori, temuan, bahan penelitian lain yang

diperoleh dari pedoman yang dijadikan acuan untuk penelitian.

III. Metode penelitian meliputi alat analisis dan gambaran umum kelurahan

Wayhalim Permai.

IV. Hasil perhitungan dan pembahasan

V. Simpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran


